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BAB IV 
PENUTUP 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Melakukan 
Kerjasama dengan Pihak Asing Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 
Tentang Penanaman Modal di  Kabupaten Karanganyar yang telah penulis uraikan dalam 
bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melakukan kerjasama 
dalam bidang penanaman modal asing merupakan Pendelegasian wewenang dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diharapkan pemerintah daerah dapat 
menangkap peluang dan tentang persaingan global melalui peningkatan daya saing 
daerah atas potensi dan keanekaragaman daerah masing-masing. Pemerintah daerah 
harus mampu mengembangkan potensi daerah masing-masing yang di tandai dengan 
peningkatan aktivitas ekonomi penduduk dan banyaknya investasi yang masuk ke 
daerah. Pendelegasian wewenang yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah harus 
mampu mempercepat palayanan kepada masyarakat terutama pelaku usaha yang akan 
menanamkan modalnya di daerah secara cepat, efektif, dan efesien yang di 
selenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(BPMPTSP) Kabupaten Karanganyar. 
2. Kendala yang timbul mengenai Koordinasi yang harmonis di antara berbagai institusi 
yang berkaitan dengan efektivitas teori sistem hukum yang berjalan dengan buruk 
mengakibatkan tidak ada kejelasan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari 
masing-masing institusi sehingga sering terjadi konflik.  
3. Perbaikan koordinasi antara instansi terkait cara meningkatkan singkronisasi dan 
koordinasi kelembagaan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Koordinasi 
yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk dapat memberikan kejelasan 
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pembagian wewenang dan ukuran investasi yang berhak dikelola oleh daerah dan yang 
menjadi wewenang pemerintah pusat sehingga tercapai satu kesatuan penafsiran dalam 
pelaksanaan peraturan di daerah, Di samping itu perlu dilakukan penataan secara 
menyeluruh terhadap aparatur negara serta reformasi pelayanan publik. 
Koordinasi yang harmonis di antara berbagai institusi yang berkaitan dengan efektivitas 
sistem hukum, akan dapat berjalan dengan baik apabila ada kejelasan tugas pokok dan 
fungsi serta kewenangan dari masing-masing institusi, sehingga tidak terjadi duplikasi 
dan bahkan konflik. Hal ini karena fungsi koordinasi adalah menyangkut kejelasan pola 
pelayanan terpadu serta pembagian kerja dan kewenangan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. Untuk itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang dipahami dan 
mengikat bagi instansi-intansi terkait, misalnya menyangkut masalah promosi investasi, 
perizinan, fasilitas yang di berikan kepada para investor. 
 
B. Saran 
1. Pembuatan kebijakan-kebijakan baru yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah dalam mendukung penanaman modal asing di daerah agar 
penanaman modal dapat terselenggara dengan baik, salah satu upaya pemerintah daerah 
dalam menyederhanakan proses perizinan penanaman modal di daerah yang  memakan 
waktu 12 hari dapat dipercepat menjadi 7 hari selesai agar tidak banyak menelan biaya 
operasional yang semakin banyak bagi para penanam modal.  
2. pemerintah harus memberikan perlakuan dan pelayanan bersifat non diskriminatif 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanaman modal 
dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari negara 
asing dengan penanam modal asing dari Negara lainnya, sehingga tidak ada lagi 
investor yang akan mendapatkan perlakuan khusus dalam melakukan pengurusan izin 
dan pelaksanaan penanaman modal di daerah. 
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3. Mengembangkan kemitraan (partnership) untuk sebuah alternatif yang paling mungkin 
bagi pemerintah daerah untuk menarik para investor dan juga bekerjasama yang baik 
dengan para investor. konsep kemitraan, katakanlah dalam bentuk public-private 
partnership, belum banyak dipraktekkan oleh pemerintah daerah lainnya untuk menjalin 
hubungan yang baik dengan para investor. Kemampuan pemerintah daerah untuk 
menawarkan berbagai kemudahan dan keunggulan bentuk kemitraan yang menarik 
perhatian yang cukup besar dari para investor. sering sekali para investor mengalami 
masalah yang cukup signifikan tetapi dihadapi sendiri tetapi dengan adanya kemitraan 
ini di harapkan dapat memupuk kedekatan dan kerjasama yang cukup baik untuk waktu 
yang lama.  
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